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PENETAPAN
Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Ff
ZARE z
bl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:
PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tual, 24 April 1989, agama Islam,

pekerjaan  XXXXXXXXXXX XXXXxxX, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di KABUPATEN FAK FAK, PAPUA
BARAT, sebagai Pemohon I;

Hima Rumbauw binti H. Roba Rumbauw, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 18
Mei 1995, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN
FAK FAK, PAPUA BARAT, sebagai Pemohon lI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Fak-fak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
188/Pdt.P/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara Islam yang
dilaksanakan di XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXxXX pada hari Kamis tanggal
11 Juni 2024 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Fakfak
Timur;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dan

Pemohon Il adalah H. Roba rumbouw sebagai Bapak Kandung Pemohon Il;
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3. Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Syamsul
Kwaras selaku Imam kampung;

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah saksi 1 Abdul Hadi Kwaras dan saksi 2 Muh. Rumbouw;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon | untuk Pemohon Il berupa Uang
Rp 100.000 tunai;

6. Bahwa saat menikah, Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon I
berstatus Gadis.

7. Bahwa setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun dan
harmonis dan belum dikaruniai anak :

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut
untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para
Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang
tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon | dan Pemohon I
beragama Islam);

10. Bahwa wuntuk kepastian hukum dan tertib administrasi
kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2)
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara
ini kepada KUA Fakfak Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dan
Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal

11 Juni 2024 di XXXXXX XXXXX;
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3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada KUA Fakfak Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain

yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Fak-fak untuk masa pengumuman selama 14
hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fak-fak
sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203012404890005 tanggal 09
September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXX Provinsi xxxxx Xxxxxx. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Kampung Latu, 09 April 1988, umur 36,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXXXX, tempat
kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi

adalah ayah kandung Pemohon I;
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- Bahwa mengetahui Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di
Kampung Wambar, XXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Xxxxxx xxxxx, pada
tanggal 11 Juni 2024;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

= Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali nikah adalah Ayah
Kandung Pemohon Il bernama Roba Rumbauw, dan dinikahkan oleh
Imam Kampung xxxxxx Xxxxxx bernama Samsul Kwaras setempat
disaksikan oleh dua orang saksi yakni saksi Pemohon | bernama Abdul
Hadi Kwaras dan saksi Pemohon Il bernama Muh. Rumbow ijab kabul
serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
jejaka, dan Pemohon Il berstatus Perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon | dengan Pemohon Il
tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan
pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat
pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada pihak yang
keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il belum
dikaruniai anak;

4 Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
bercerai dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan
permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri
dan untuk untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum

lainnya;
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2. Hardin Karau bin Salis Karau, tempat dan tanggal lahir Urat 08 Mei 1980,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxX, tempat kediaman di
KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi
adalah ayah kandung Pemohon I;

- Bahwa mengetahui Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di
Kampung Wambar, XXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi xxxxx xxxxx, pada
tanggal 11 Juni 2024,

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali nikah adalah Ayah
Kandung Pemohon Il bernama Roba Rumbauw, dan dinikahkan oleh
Imam Kampung xxxxxx Xxxxxx bernama Samsul Kwaras setempat
disaksikan oleh dua orang saksi yakni saksi Pemohon | bernama Abdul
Hadi Kwaras dan saksi Pemohon Il bernama Muh. Rumbow ijab kabul
serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
jejaka, dan Pemohon Il berstatus Perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon | dengan Pemohon i
tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan
pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat
pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada pihak yang
keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il belum
dikaruniai anak;

- Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
bercerai dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
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- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan
permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri
dan untuk untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum
lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Fak-fak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak
ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat
dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan di Kampung Wambar, XXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi
XXXXX XXXXX, pada tanggal 11 Juni 2024, dengan yang menjadi wali nikahnya
adalah wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon Il bernama Roba Rumbauw,
dan dinikahkan oleh Imam Kampung xxxxxx xxxxx bernama Samsul Kwaras
setempat disaksikan oleh dua orang saksi yakni saksi Pemohon | bernama
Abdul Hadi Kwaras dan saksi Pemohon Il bernama Muh. Rumbow ijab kabul
serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar tunai, Bahwa pada
saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka, dan Pemohon Il berstatus
Perawan, namun Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan

Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara
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Pemohon | dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah
untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa
bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana
terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para
Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari
Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokan dengan
aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Hakim
berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus
menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu SAKSI 1 dan Hardin Karau bin Salis Karau yang telah memberikan
keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan
mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan
dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk
diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian
tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk
menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para
saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemaohon 1l di
Kampung Wambar, XXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi xxxxx xxxxx, pada tanggal 11
Juni 2024, dengan yang menjadi wali nikahnya adalah wali nikah adalah
Ayah Kandung Pemohon Il bernama Roba Rumbauw, dan dinikahkan oleh
Imam Kampung xxxxxx xxxxx bernama Samsul Kwaras setempat disaksikan
oleh dua orang saksi yakni saksi Pemohon | bernama Abdul Hadi Kwaras
dan saksi Pemohon Il bernama Muh. Rumbow ijab kabul serta mas kawin

berupa uang sebesar Rp 100.000, dibayar tunai,;
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- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon I
berstatus Perawan

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan

- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk membuat
Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai ketentuan
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut
telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf () Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan
para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan
antara Pemohon | dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka
Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat
dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat majelis yang berbunyi:

AL asdll alslaiy 8] Jasyg
Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal

karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk
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bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim
Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah  Agung, Nomor:
149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang
Dengan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1), dengan
Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11
Juni 2024 di XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXX XXX, XXXXX XXXXX;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Timur, XXXXXXXXX
XXXXxX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari
Jum’at tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul
Awal 1446 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.l.,, M.H. sebagai Hakim, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera,

dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il secara elektronik.

Panitera, Hakim Tunggal,
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Marwah, S.H Dwi Anugerah, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).
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